
 

 

 

 
Rancangan  

Rancangan 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA BARAT 
Nomor  : 024/Kep.DPRD-02/2018 

 
TENTANG 

 
PERSETUJUAN TERHADAP HIBAH KENDARAAN OPERASIONAL 

KEPADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

 
Menimbang : a. bahwa Komisi I telah melakukan pembahasan terhadap 

surat Gubernur Jawa Barat Nomor 024/4673/BPKAD 

tanggal 6 Oktober 2017 perihal Permohonan Persetujuan 
Hibah Kendaraan Operasional kepada Kepolisian Daerah 

Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD 
Provinsi Jawa Barat; 

  b. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana huruf 
a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;  

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4744) dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

  2.  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

553); 

  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) jo. Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 
seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74); 

  9.  Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 
2015 tentang  Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat; 

    

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Oktober 2017; 
  2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 5 

Pebruari 2018. 
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MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan :   

KESATU : Menyetujui Permohonan Hibah Kendaraan Operasional 
kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat sebanyak 26 (dua 
puluh enam) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova 

Type 2.4 Q A/T Tahun 2016. 
KEDUA : Laporan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
keputusan ini. 

KETIGA : Menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat, untuk 
dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal    22  Pebruari 2018 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

Ketua, 
 

 
                                                                                ttd 
  
 

INEU PURWADEWI SUNDARI 
 

 


